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Abstract:

Efforts to protect Indonesian migrant workers (PMI) continue in response to the threat of
transnational organized crime, such as human trafficking, which frequently occurs every year.
This phenomenon requires international attention from various countries to ensure the
protection of workers’ basic rights as well as their rights as citizens. The objective of this
study is to identify the challenges in protecting PMI and the measures that need to be taken to
address these challenges. Data collection was conducted through a literature review and
interviews with informants, supported by an interpretive approach combined with an
ethnographic approach. The research findings indicate that the Indonesian government
continues to update the legal system and strengthen protections for Indonesian migrant
workers (PMI) as part of the state’s responsibility toward its citizens. The legal sources
utilized include primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed
qualitatively. The research findings indicate that the protection of the rights of Indonesian
migrant workers is regulated under Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian
Migrant Workers, as well as various national and international legal instruments. However,
the implementation of these protections still faces various obstacles, including weak
oversight, lack of access to legal aid, and low levels of understanding among migrant
workers regarding their rights.
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Abstrak:

Upaya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dilakukan akibat
ancaman kejahatan transnasional terorganisir seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
yang kerap terjadi setiap tahunnya. Fenomena ini membutuhkan perhatian internasional dari
berbagai negara untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar pekerja maupun hak-haknya
sebagai warga negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam melakukan
perlindungan PMI dan wupaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi kendala. Metode
pengumpulan data  dilakukan  dengan studi literature dan wawancara bersama informan,
dengan didukung dengan pendekatan interpretif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwaPemerintah Indonesia terus melakukan perbaruan sitem hukum dan
perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai tanggung jawab negara kepada
warga negaranya. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlindungan terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta berbagai
instrumen hukum nasional dan internasional. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut
masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan, kurangnya akses
terhadap bantuan hukum, dan rendahnya pemahaman pekerja migran mengenai hak-haknya.
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I. PENDAHULUAN
Dalam mewujudkan pembangunan manusia dan masyarakat, sehingga mampu menciptakan

kesehjahteraan (welfare), kemakmuran, dan keadilan, maka perlu adanya peningkatan
kualitas jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Persoalan Pekerja Migran
Indonesia di luar negeri sepertinya tak kunjung habis. Berbagai kasus yang terjadi di beberapa
negara, mulai dari kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual, eksploitasi, hingga berbagai

bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, bukanlah sesuatu yang asing untuk didengar.'

A. Latar Belakang berisi masalah yang didiskusikan di dalam naskah.? Pada akhir paragraph,
penulis harus memberikan komentar atau kesimpulan tentang identifikasi masalah dan
tujuan dari penelitian. TNR-12 pt dan 1,5 spasi. * (times new roman 11 pt )

B. Rumusan Masalah

II. METODE
Metode ditulis dengan deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metode atau

pendekatan penelitian.* Metode ini opsional.> TNR-12 pt dan 1,5 spasi.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Memuat uraian pembahasan penelitian dan analisis isi yang ada di dalamnya untuk selanjutnya
dijadikan sebagai landasan dalam memberikan jawaban/solusi terhadap masalah penelitian. Apabila
terdapat rincian sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat menggunakan penulisan sub
judul seperti di bawah ini

Sub Judul

1. Sub-sub judul
2. Sub-sub judul
a. Judul poin
b. Judul poin

! TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN KERJA SAMA IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN
INDONESIA,Vol. 2 No. 4, April 2021 Sosial Sains

2 Sulistyowati Irianto (Ed). Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2017), 43.

3 Happy Warsito, et al., Sistem Hukum di Indonesia (Palembang: Universitas Sriwijaya Publisher, 2010), 30-35.

* Irwansyah, “Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, Jurnal Ilmu Hukum
Amanna Gappa. 21 (2), 2017, hlm. 231.

> Salawati Mat Basir, Rohani Abdul Rahim, “Penghijrahan Buruh Migran dan Keperluan Kepada Rejim Migrasi
Antarabangsa” dalam Kamal Halili Hassan (Ed). Buruh Asing dan Migrasi Isu Perundangan, 2016, him. 123.
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Penelitian yang mengandung Tabel dan/atau Gambar, usahakan tabel jangan terpotong
pada halaman yang berbeda, kecuali jika besarnya melebihi satu halaman. Jika harus
terpotong, tulis ulang header row untuk setiap kolomnya, diberi nomor urut tabel yang sama,
dan judul diganti dengan Lanjutan. Judul tabel tidak diakhiri dengan titik.

Tabel 1: Judul Tabel
No Keterangan 1 Keterangan 2 Keterangan 3

Sumber: Penulis, Judul Buku, Tahun Publikasi (TNR-11 pt).

KESIMPULAN
Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dibahas. Simpulan tidak

dibuat poin-poin, tetapi dideskripsikan dalam bentuk alinea. TNR-12 pt dan 1,5 spasi.
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